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<b>ABSTRAK</b><br>

Perum Pegadaian suatu lembaga milik pemerintah yang memberikan kredit gadai, dimana persyaratan bagi
pihak peminjam harus memberikan barang sesuatu miliknya sebagai jaminan atas hutangnya yang berupa
benda bergerak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana
tuntutan yang bisa dilakukan oleh seorang nasabah apabila barang yang digadaikan musnah/hilang dan
bagaimana di dalam praktik penyelesaian ganti rugi akibat barang yang digadaikan hilang? Bagaimanakah
pertanggung jawaban Perum Pegadaian terhadap kehilangan barang yang dijaminkan oleh nasabah?
Permasal ahan tersebut diteliti dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang
mempergunakan bahan kepustakaan sebagai bahan sekunder didukung dengan wawancara dengan pihak
yang berkompeten. Tuntutan yang dapat dilakukan nasabah adalah meminta pemberian ganti rugi kepada
Perum Pegadaian, dengan adanya klaim terlebih dahulu. Perum Pegadaian wajib membayar ganti rugi
sebesar 125% dari taksiran barang jaminan. Namun, pada pel aksanaannya Perurn Pegadaian dapat membuat
perhitungan lebih dari 125% apabila mendapatkan complain dari nasabah yang merasatidak puas. Hal ini
dapat dilakukan oleh konsumen berkaitan dengan pengaturan yang ada pada Pasal 4 butir H Undang-
Undang No.8 Tabun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap
hilangnya barang yang digadaikan adalah memberikan ganti rugi yang sepadan dengan memperhatikan
keadaan dari jenis barang yang digadaikan, bukan mempertimbangkan dari jumlah hutang. Selain itu Perum
Pegadai an bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang hilang, apabila suatu saat dapat ditemukan
kembali, maka harus mengembalikannya kepada pemilik barang dengan ketentuan pemilik barang
mengembalikan uang ganti. Agar terdapat kepastian dalam penentuan jumlah penggantian ganti rugi, maka
harus ada peraturan pelaksanaan yang jelas dan berlaku bagi setiap nasabah, peraturan pelaksanaan ini harus
diinformasikan dan disosialisasikan kepada para nasabah.

<hr><i><b>ABSTRAK</b><br>

Pawn Shop Public Corporation constitutes a government owned institution which gives a pawn credit, in
which aborrower is required to provide goods of its own as security for its debt in the form of movable
goods. Related to the above matter, the main problem is how may a customer submit its claimsiif the goods
pawned are damaged and/or lost and how is compensation settlement practiced as a result of goods pawned
arelost? How is the responsibility of Pawn Shop Public Corporation with respect to the loss of goods
secured by the customer? The afore said problems are examined by normative judicial bibliographic
research as secondary materials supported by interviews with competent authority. The claim which may be
carried out by the customer isto ask for compensations to the Pawn Shop Public Corporation, based on a
prior claim. The Pawn Shop Public Corporation shall be obliged to pay compensations as much as one
hundred and twenty five percents (125%) of the appraisal of the secured goods. However, in practice the
Pawn Shop Public Corporation may make a calculation of more than 125% if it receives complaints from a


https://lib.ui.ac.id/detail?id=107611&lokasi=lokal

customer who is not too satisfied. This matter may be carried out by the consumer related to the regulation
specified in the Article 4 point H Law No. B Y ear 1999 regarding Consumers Protection. The responsibility
of the Pawn Shop Public Corporation regarding the loss of goods pawned isto give appropriate
compensations by observing the condition and type of goods pawned, not by considering the amount of
debt. In addition the Pawn Shop Public Corporation is responsible to the loss of the goods secured, if
someday the goods may be found, the Pawn Shop Public Corporation must return it to the goods owner on
condition that the goods owner must return the compensation money. In order to establish a certainty in
specifying the amount of loss compensations, there must be clear rules of conduct and valid to all customers,
these rules of conduct must be informed and socialized to customers.</i>



